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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin                   Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 (Sa s es (dengan titik di atas ث
 Jim j Je ج
 (Ha h ha (dengan titk di bawah ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 (Zal z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra r Er ز
 Zai z Zet ش
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 (Sad s es (dengan titik di bawah ص
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 (Dad d de (dengan titik di bawah ض
 (Ta t te (dengan titik di bawah ط
 (Za z zet (dengan titk di bawah ظ
 ain „ apostrop terbalik„ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em و
ٌ Nun n En 
 Wau w We و
 Ha h Ha ه
 hamzah , Apostop ء
ٌ Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
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2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin      Nama 
 Fathah A            A ـَِ
 Kasrah I            I ـِِ
 Dammah U            U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ٌ  




a dan i 
  ك




a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 




Huruf dan Tanda 
 
Nama 
  ..ا|   ٌ ...





a dan garis di atas 
ٌ  




i dan garis di atas 
  وُِ




u dan garis di atas 
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4. Ta  Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup 
atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 
transliterasinya adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta‟marbutah itu transliterasinya dengan [h].  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (ِّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) 
(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatas (-). 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هلال) 
Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 
hamzah.  
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 
ditranslitersi dengan huruf [t].  
10. Huruf Kapital  
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subhānahūwata, ālā 
saw.  : sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s.   : „alaihi al-salām 
H  : Hijriah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
Qs …/…:4 : QS An-Nisa/4:58 

























NAMA           :  Dian Fitriani 
NIM :  10400117039 
JUDUL : Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah        




Pokok permasalahan yang akan diteliti dari skripsi ini yaitu bagaimana 
Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum Yang Terkena Dampak Pengembangan Bandar Udara Di Kabupaten 
Mamuju. Selanjutnya dijabarkan kedalam submasalah yaitu Bagaimana 
Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengembangan Bandar 
Udara di Kabupaten Mamuju. Dan faktor – faktor apa yang menghambat 
Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum Yang Terkena Dampak Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten 
Mamuju.  
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni dengan 
mengkaji mengenai implementasi hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Metode analisis data 
yaitu analisis kualitatif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. 
Hasil dari penelitian ini terjawab pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan 
tanah pengembangan bandar udara di Kab. Mamuju belum sesuai dengan 
kesepakatan karena pada perjanjian awalnya masyarakat dan pemerintah sepakat 
bahwa pemberian ganti rugi akan dibayar full tetapi ada beberapa masyarakat 
yang hanya dibayar separuh dan ada masyarakat sudah dibayar secara penuh. 
Adapun faktor penghambat untuk pelaksanaan ganti rugi yakni pemerintah 
memiliki ketersediaan anggaran yang terbatas dan faktor penghambat dari 
masyarakat yakni ada beberapa masyarakat yang tidak ingin menjual atau 
melepaskan tanahnya kepada pemerintah karena tidak sesuai dengan yang 
ditawarkan oleh pemerintah. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) berharap kepada pemerintah dalam 
proses pembayaran ganti rugi tidak ada masalah atau kendala  terhadap 
masyarakat karena membutuhkan dana untuk keperluan lain dan juga segera 
membayar sepenuhnya ganti rugi kepada masyarakat. 2) Masyarakat juga 
diharapkan memiliki kesadaran akan pembangunan untuk kepentingan umum agar 







A. Latar Belakang Masalah 
Turunan kata tanah memiliki pengertian urusan mengenai tanah adalah 
pertanahan. Menurut Murad (1997) pengertian pertanahan adalah “suatu kebijakan 
yang digariskan oleh pemerintah didalam mengatur hubungan – hubungan hukum 
antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang – Undang 
Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 
dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA).
1
 
Dalam pengertian yang lebih holistik, kata tanah sering disebut juga 
dengan agraria. Istilah agraria didalam peraturan perundang – undangan pertama 
kali dicantumkan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok – Pokok Agraria. Pengertian Agraria dalam  UUPA sangat luas 
sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (2) undang – undang tersebut, yaitu 




Peningkatan populasi jumlah penduduk di kota – kota maupun desa terus 
meningkat dan pembangunan untuk kepentingan umum juga semakin tinggi. 
Tetapi aktifitas agar menjalankan permintaan masyarakat berhadapan dengan 
semakin sulitnya ketersediaaan tanah dan pasar tanah sepenuhnya belum berjalan 
dengan baik. Oleh karena itu, dengan naiknya harga tanah membuatnya tak 
                                                         
1
 Waskito, Hadi Arnowo, “Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang”, (Jakarta: 
PRENADAMEDIA GROUP, 2017), h. 4 
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terkendalikan sehingga membuat pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
semakin sulit. 
Masalah Tanah merupakan aspek penting kehidupan masyarakat yang 
telah menarik perhatian. Adapun masalah yang tengah dihadapi oleh negara maju 
maupun berkembang yaitu lahan pertanahan yang semakin sempit yang telah 
dijadikan sarana untuk pembangunan dan banyak masyarakat yang telah 
menggantungkan kehidupannya itu dibidang pertanahan.
3
 
Tanah adalah lapisan teratas dari bumi yang biasa disebut permukaan 
bumi. Tanah dapat dinikmati dan digunakan oleh pemilik sahnya maupun orang 
lain berdasarkan pemanfaatannya yang ada dibawah maupun diatasnya 
beradsarkan hak – haknya.
4
 Dalam pasal 4 UUPA dikatakan pengertian tanah  
sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai negara yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam macam hak atas sebagai permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri 
maupun bersama – sama dengan orang lain serta badan – badan hukum”. Oleh 
karena itu, yang dimaksud dengan tanah dalam pasal 4 UUPA tersebut adalah 
permukaan bumi
5
. Selain itu, tanah ialah tempat tinggal bagi sebagain besar 
manusia. Maka dari itu, tanah merupakan faktor pendukung untuk kehidupan 
masyarakat.  
Pemerintah telah melegalisasi Undang – undang Dasar 1945 yaitu dalam 
pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang 
                                                         
3
 Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”. Al – Qadau. Vol.4 No. 1 Juni 2017, 
h. 2 
4
 Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2015), h.7 
5




terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – 
besar kemakmuran rakyat”. Menurut UUPA yang dijelaskan dalam pasal 18, 
dalam memberikan ganti rugi yang layak dan dengan cara sebagaimana yang telah 
diatur dalam undang – undang itu termasuk dengan kepentingan bersama yakni 
kepentingan antara bangsa dan negara.
6
 
Pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu yang tidak 
dapat dihilangkan dalam kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan pengadaan tanah 
ini membawa semangat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, 
dengan tidak mengabaikan hak – hak masyarakat atas tanah lingkungannya, baik 
fisik maupun sosial.
7
 Pengadaan atau pembebasan tanah untuk kepentingan umum 
juga harus memberikan ganti kerugian yang layak bagi pihak yang terlibat dalam 
proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Didalam ganti 
kerugian untuk pengadaan tanah terdapat beberapa aspek yang layak, adapun 
aspek yang dimaksud  yaitu aspek ekonomi, aspek sosilogis, dan aspek filosofis.
8
  
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut terdapat 
beberapa pihak yang dengan terpaksa meninggalkan tempat tinggal dari 
kehidupan sosial yang sebelumnya.  Pengambilan tanah oleh  pemerintah tersebut 
terkadang memberikan dampak bagi masyarakat. Dengan alasan bahwa 
kepentingan umum masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. 
Dengan pengambil alihan tanah tesebut mengakibatkan adanya permasalahan 
hukum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah 
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untuk pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat. Tetapi ada Persoalan mengenai 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini yaitu menyangkut problematika 
yang seharusnya di tempatkan secara seimbang yaitu dengan kepentingan 
pemerintah dan juga kepentingan masyarakat. Konflik kepentingan hak atas tanah 
ini akan  terus meningkat dimasa mendatang apabila pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum tersebut  tidak melibatkan masyarakat terkait kompensasi yng 
akan diterima oleh anggota masyrakat yang mengambil keputusan dan diambil 
alih tanahnya demi keuntungan  untuk kepentingan pembangunan tersebut tidak 
sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah.   
Persoalan pengambilan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas 
tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus di ditempatkan secara seimbang 
yakni antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Kedua belah pihak yang 
terlibat yakni antara pemerintah dan masyarakat seharusnya bersama – sama 
memperhatikan hak masing – masing. Jika hal tersebut tidak dihiraukan maka 
masalah akan terus timbul seperti yang terus diberitakan oleh media massa. 
Hak yang timbul di  permukaan tanah yang disebut sebagai hak atas tanah 
termasuk bangunan atau benda yang didalamnya merupakan masalah hukum. Hak 
atas tanah menurut UUPA pasal 4 (1), yaitu “Atas dasar hak menguasai negara 
atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam – 
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan 




dengan orang lain serta badan – badan hukum”.
9
 Apa yang dimaksud dengan hak 
atas tanah adalah hak yang diberikan  kepada pemegang hak untuk menggunakan 
dan / atau memanfaatkan tanah yang dimilikinya.
10
 
Di Sulawesi Barat, kebutuhan terhadap bandara terbilang sangatlah 
mendesak, mengingat ini merupakan sebuah bandara yang baru pertama kali di 
bangun di Sulbar, sehingga pemerintah Sulawesi Barat membuat sebuah kebijakan 
tentang pembangunan bandara maka dari itu dibutuhkan lahan yang startegis 
dalam pembangunan bandara tersebut. Adapun permasalahan dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum yang telah melibatkan antara pemerintah dengan 
masyarakat yang terkena dampak dari pembebasan tanah di Kecamatan Kalukku, 
khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan atau perluasan bandara dan 
ini juga terkait dengan besaran ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat. 
Pemegang hak atas tanah memilik hak  menerima ganti rugi membuat 
mereka bergerak menuju transformasi karir karena pelepasan lahan mata 
pencaharian. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh  pemerintah Daerah 
kabupaten Mamuju dalam rangka pengembangan Bandar Udara, kebijakan 
tentang pengadaan tanah untuk  kepentingan umum dengan kompensasi ganti rugi 
belum diberikan oleh pemerintah. Hal ini juga dipertegas dengan mengancam 
akan mengambil kembali lahan mereka jika tidak dibayarkan oleh pemerintah. 
Sebanyak 20 kepala keluarga warga Labuang Kecamatan Kalukku, 
Kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat mendesak pemerintah di Sulbar agar 
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segera membayarkan ganti rugi lahan untuk pembangunan bandara Tampapadang 
Mamuju.  
Salah satu warga yakni Sapriadi yang merupakan warga Labuang 
mengatakan, kami berharap pemerintah di Sulbar segera membayarkan ganti rugi 
lahan untuk pembangunan dan perluasan bandara Tampapadang Mamuju. Ia 
mengatakan, sejak 2012 lalu pemerintah telah berjanji akan membayarkan ganti 
rugi atas lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan dari bandara 
Tampapadang Mamuju. Namun sapriadi mengatakan, sampai saat ini pembayaran 
ganti rugi lahan seluas 40 hektare dan dijanjikan pemerintah akan dibayarkan 
tersebut tak kunjung direlisasikan. Sementara bandara Tampapadang sudah mulai 




Dari berita diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proyek 
pembangunan Bandar Udara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku terkendala 
karena belum adanya ganti rugi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah 
Mamuju dengan warga sekitar terkait ganti kerugian atas pembebasan tanah 
tersebut.  
Undang – undang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum ini telah 
diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun2012. Dalam pasal 9 ayat (2)  
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni harus diberikan sebuah ganti 
kerugian yang layak dan adil akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum tersebut tetapi kenyataannya masyarakat belum diberikan ganti rugi yang 
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layak. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 
menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagai halnya yang 
dimaksud didalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 yang terdapat pada 




Dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
mekanisme pengadaan tanah atas pembangunan Bandar Udara Tampa Padang di 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, serta proses ganti kerugian terkait 
dengan akuisisi tanah. Oleh karena itu, penyusun menulis karya ilmiah  berjudul: 
“Tinjauan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara Di Kabupaten Mamuju”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan ganti rugi yang diberikan 
pihak pemerintah terhadap pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan 
pembangunan bandar udara Tampapadang di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini 
juga penulis akan akan lebih mengkaji apa saja kendala masyarakat dalam 
pemberian ganti rugi untuk pembangunan bandar udara Tampa padang di 
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2. Deskripsi Fokus 
a. Pembangunan merupakan suatu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah 
dan sudah direncanakan untuk melakukan suatu perubahan dengan suatu 
tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
b. Ganti rugi didalam hukum perdata merupakan seuatu pelaksanaan 
kewajiban yang harus dipenuhi yang sudah menyebabkan salah satu pihak 
mengalami sebuah kerugian dan sudah terjadi sebuah kesepakatan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka pokok masalah yang 
dibahas adalah Bagaimana Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Pengembangan 
Bandar Udara Tampa Padang di Kec. Kalukku, Mamuju. Selanjutnya dijabarkan 
dalam sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Mamuju ? 
2. Faktor – Faktor Apakah Yang Menghambat Pelaksanaan Pembayaran Ganti 
Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandar 
Udara di Kabupaten Mamuju? 
D. Kajian Pustaka  
Sebelum melakukan penelitian mengenai Pemberian Ganti Rugi Tanah 
Masyarakat yang Terkena Dampak Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang 
Di Kabupaten Mamuju Dalam Perspektif  Undang – Undang Pokok Agraria, 
peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan sekaligus  menjadi bahan 




a.  Arba, dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia”.  
Buku ini membahas secara rinci tentang pokok – pokok agraria di 
Indonesia termasuk pengertian agraria, pengertian tanah dan sumber – sumber 
hukum tanah di Indonesia. Keterbatasan dari buku ini adalah  tidak 
membahas mengenai ganti rugi terhadap tanah sementara yang menjadi objek 
dari peneliti terkait dengan ganti rugi. 
b. Urip Santoso, dalam bukunya “Hak Atas Tanah”.  
Buku ini membahas segala segi yang perlu diketahui khalayak tentang 
hak atas tanah termasuk hak atas tanah yang dapat diperoleh, cara perolehan 
hak atas tanah dan pembuktian perolehan hak atas tanah. 
c. Supriadi, dalam bukunya “Hukum Agraria”.  
  Buku ini membahas hukum agraria secara umum dan lengkap hingga 
sejarah agraria. namun kekurangan dari buku ini adalah tidak menjelaskan 
persoalan – persoalan yang dihadapi masyarakat  dan pemerintah yang 
melakukan pembebasan tanah. 
d. Zainal Arifin, dalam skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberian Ganti 
Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum”. Yang diselesaikan pada tahun 2017 oleh Zainal Arifin. Dalam 
skripsinya membahas mengenai ganti rugi pengadaan tanah bagi 
pembangunan. Namun, dalam skripsi ini tidak membahas tentang faktor apa 
saja yang menghambat mengenai penyelesaian ganti rugi 
e. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengadaan 




oleh Ashar Sinilele, dalam jurnal ini membahas tentang pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum sampai dengan pelaksanaan ganti rugi. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menambah wawasan  
pengetahuan penyusun  sebagai berikut: 
a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara 
di Kabupaten Mamuju 
b. Untuk Mengetahui Faktor – Faktor Apakah Yang Menghambat Pelaksanaan 
Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Mamuju 
2. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut dengan hukum 
pertanahan/hukum agraria. 
b. Secara ilmiah membantu pengembangan terhadap studi ilmu hukum terkait 
pemberian ganti rugi masyarakat. 
c. Manfaat praktis, dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dalam 






  TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian, Hak – Hak dan Asas – Asas Tanah 
1. Pengertian Tanah 
a. Menurut UU No. 5 Tahun 1960  
 Tanah merupakan bagian dari bumi dan biasa kita sebut dengan 
permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu obyek yang diatur dalam Undang - 
Undang Pertanahan. Tanah yang diatur dalam Undang - undang pertanahan 
bukanlah tanah dalam segala aspek, tetapi tanah yang berhubungan langsung 
dengan hak atas tanah dalam arti hukum, hak atas tanah adalah bagian dari 
permukaan bumi sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 4 (1) Undang – 
undang Pokok Agraria, yang mengatur: “Atas dasar hak menguasai dari Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam – macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat 
dipunyai oleh orang – orang baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang – 
orang lain serta badan – badan hukum”.
1
 Tanah juga merupakan salah satu hal 
yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi seluruh rakyat 
indonesia maka pemerintah sebagai penyelenggara administrasi pertanahan harus 
memberikan perhatian dan penanganan khusus untuk memberikan jaminan 
menegnai kepastian hukum atas tanah. Kepastian hukum dibidang pertanahan 
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dapat terlaksana jika dilaksnakan perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas 
dilakukan secara terus – menerus dan pendaftaran tanah yang efektif dan efisien.
2
 
 Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sehingga manusia selalu 
berusaha untuk dapat memperoleh dari hasil tanah. Sehingga tanah merupakan 
barang yang berharga dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk 
memilikinya. Kondisi demikian yang menyebabkan harga tanah terus meningkat. 
Keadaan ini dikerenakan tanah bersifat stastis, yaitu luas tanah relatif tidak 
bertambah, sedangkan peminatnya yang semakin lama semakin bertambah dengan 
jumlah penduduk yang meningkat. Berbagai kepentingan yang tidak dapat 
terlaksana, dikarenakan tidak tersedianya tanah atau lahan untuk menuangkan 
keinginannya. Maka kebutuhan manusia yang tidak adil dan tidak merata yang 
akhinya menimbulkan banyak benturan berbagai kepentingan antar para pihak, 
baik sesama individu, badan hukum, maupun pemerintah sekalipun.
3
  Dalam 
pandangan hukum bahwa manusia dengan tanah mempunyai hubungan yang 
sangat erat dan semakin penting pula, karena telah menjadi kepentingan itu sendiri 
dan dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas selain itu tanah juga 
merupakan sebagai hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial namun, agar 
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  Penguatan hak rakyat atas tanah, secara konstitusi telah diemban 
pemerintah sejak terbitnya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun pada kenyataannya hingga saat ini hak 
rakyat belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia. Pemerintah 
telah berkomitmen untuk menguatkan hak rakyat atas tanah. Adapun komitmen 
tersebut dituangkan dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 yang menyebutkan 
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan 
tanah obyek reforma agraria sekurang – kurangnya 9 juta hektar.
5
 
 Masalah pembebasan lahan selama ini menjadi suatu pekerjaan paling berat 
dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Masalah tanah ini pula kemudian 
membuat proyek yang sudah direncanakan kemudian menjadi molor dari rencana. 
Hak atas tanah adalah hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. 
Hak atas tanah akan diperoleh sesudah melakukan transaksi misalnya jual beli. 
Bukan hanya jual beli, dengan bertambahnya kebutuhan dan semakin naiknya 
nilai investasi tanah masyarakat memiliki cara lain agar tanah yang dimilikinya 
tidak harus dijual untuk memenuhi kebutuhan tetapi dengan cara lain yaitu 
menjaminkan tanah tersebut kepada pihak bank atau  pihak lain yang terkait.
6
 
 Kewenangan dan kekuasaan Negara sebagai pemilik tanah tertinggi karena 
kedaulatan hukumnya itu, menyebabkan negara berkuasa mengatur serta 
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membatasi hak kebebasan penggunaan kemutlakan hak milik oleh pribadi hukum 
yang berstatus sebagai warga negara.
7
 
Secara hukum, tanah menagcu pada permukaan bumi, dan hak atas tanah 
adalah hak atas suatu bagian tertentu dari tanah yang dibatasi. Panjang dimensi 
dikalikan dua dimensi dengan luas yang ditentukan dalam hukum pertanahan. 
Tanah yang dimiliki dan dimiliki oleh orang yang haknya diberikan oleh Undang 
– undang Pokok Agraria akan digunakan dan dimanfaatkan sebaik – baiknya. 
Berikut ini adalah defenisi tanah menurut beberapa ahli, antara lain:
8
 
1) Martin Dixon 
 Tanah dalam aspek fisiknya dan tanah dalam aspek pemanfaatannya. Dalam 
aspek fisik tanah yaitu tanah yang terdapat didalam permukaan bumi maupun 
yang ada di atasnya. Didalam aspek pemanfaatannya yaitu tanah yang digunakan 
dan dinikmati oleh orang lain atau pemiliknya, terhadap hak – hak yang terdapat 
dibawah atau di atas tanah tersebut. 
2) Maria R. Ruwiastuti  
Lahan atau tanah merupakan suatu kawasan dimana potensi ekonominya 
dapat atau dapat mendukung kehidupan kelompok masyarakat baik berupa hutan, 
sumber daya mineral dan lahan pertanian. 
Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai pengertian tanah, maka dapat 
di ambil kesimpulan bahwa tanah merupakan permukaan bumi yang dapat 
dinikmati baik yang ada di atasnya maupun yang didalamnya dan juga merupakan 
suatu peraturan yang mengatur hak guna tanah. 
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Di dalam Al Qur‟an , dinyatakan bahwa Allah menganugerahkan karunia 
yang besar bagi manusiadengan menciptakan bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya bagi manusia untuk digunakan manusia untuk dapat 
menjaga kelangsungan hidupnya. 
Didalam ayat al-Qur‟an surah al- Baqarah ayat 29 , dinyatakan: 
اِفٍِِِٱنَِّرٌِهُىَِ ضَِِخهََقِنَُكىِيَّ َزأ ِِٱۡلأ يٗعاِثُىَّ ًِ ِ َج تََىي  ا ءِِإِنًَِِٱسأ ًَ ٍءَِعهِيٞىِِٱنسَّ ٍأ َِش َِوهَُىِبُِكمِّ ت ٖۚ َى   ًَ َعَِس َِسبأ ٍَّ هُ ى  ٩٢ِِفََسىَّ
Terjemahan:  
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 




Ayat tersebut menggambarkan dalam Islam juga menerangkan dan memberikan 
peringatan kepada umat manusia agar tetap menjaga alam serta merawat alam 
tempat tinggal kehidupan makhluk hidup.
10
 
2. Hak – Hak Atas Tanah 
  Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Pokok Agraria menentukan hak – hak 
tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi hak kepada pemilik untuk 
menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan  
“penggunaan” adalah hak atas tanah digunakan untuk keperluan mendirikan 
sebuah bangunan, sedangkan istilah “pemanfaatan” berarti bahwa hak atas tanah 
tidak digunakan untuk tujuan mendirikan bangunan, tetapi digunakan untuk 
pertanian, perikanan, peternakan dan sebuah kegiatan penanaman. Hak atas tanah 
diatas diatur dalam hukum pertanahan. Maksud dari undang – undang pertanahan 
adalah rangkaian hak, kewajiban dan larangan yang mengatur bahwa pemegang 
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hak harus melakukan sesuatu diatas tanah yang sudah menjadi haknya. Dengan 
kata lain, yang diperbolehkan, wajib, dan dilarang adalah isi dari hak penguasaan. 
Perbedaan antara hak kepemilikan tanah yang diatur oleh hukum pertanahan.
11
  
 Adapun hak – hak penguasaan  tanah atas dalam hukum Tanah Nasional 
mempunyai hierarki sebagai berikut:
12
 
a. Hak rakyat indonesia atas tanah 
b. Penguasaan negara atas tanah 
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat.  
d. Hak pribadi atas tana, termasuk: 
1) Hak – hak atas tanah. 
2)    Perwakafan dari tanah hak milik. 
3)    Hak keamanan atas tanah 
4)    Hak kepemilikan atas rumah susun. 
Dapat disimpulkan bahwa hukum pertanahan adalah suatu peraturan 
hukum yang dijelaskan secara lengkap, baik tertulis maupun tidak, masing – 
masing memiliki obyek pengelolaan yang sama yakni sebagai suatu sistem hukum 
tertentu penguasaan hak atas tanahnya telah disusun secara sistematis, sehingga 
menjadi sebuah sistem aturan hukum yang bersatu. 
Hak – hak atas tanah sudah dengan jelas tersurat didalam pasal 16 ayat (1) 
UUPA bahwa tanah yang dapat dimiliki baik itu secara sendiri maupun dengan 
bersama – sama orang lain, hak atas tanah yang dimaksud adalah:
13
 
a) Hak milik 
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Hak milik adalah hak turun – temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah (dengan mengingat fungsi sosial). Syarat – syarat suatu 
objek hukum untuk memiliki hak milik adalah: 
(1) Warga negara indonesia 
(2) Badan – badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling banyak dimiliki dan 
diinginkan oleh masyarakat Indonesia karena sifat – sifatnya sebagai berikut: 
(a) Merupakan hak turun – temurun (dapat diwariskan), terkuat dan terpenuh 
(b)   Dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain 
(c) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan Hak Tanggungan. 
b) Hak Guna Usaha 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara, dalam jangka waktu yang ditentukan, guna perusahaan 
pertanian, perikanan, atau peternakan. 
Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, 
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun serta dapat 
diberikan pembaruan hak guna usaha diatas tanah yang sama untuk jangka waktu 
paling lama 35 tahun. 
Maka dari itu hak guna usaha ini merupakan suatu hak yang diberikan 
kepada sebuah kegiatan produksi dan juga sudah diatur batas waktu yang telah 
ditentukan dalam sebuah pengelolaannya. 




Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa – menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan – ketentuan undang – undang. 
d) Hak guna bangunan  
 pasal 35 UUPA telah mengatur tentang hak guna bangunan sebagai berikut: 
hak guna bangunan adalah hak untuk membangun dan membeli bangunan di atas 
tanah yang bukan miliknya (dengan jangka waktu paling lama 30 tahun). 
e) Hak sewa 
Hak sewa sudah secara tegas diatur dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: 
Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah. 
Jika seseorang ingin menggunakan tanah orang lain demi keperluannya sendiri, 
maka dia wajib membayar sewa kepada pemiliknya. Pembayaran sewanya boleh 
dilakukan satu kali atau setelah penggunaan lahan pada waktu tertentu.  
3. Asas – Asas Dalam Hak Atas Tanah 
Di dalam sebuah keterkaitannya ada dua prinsip dalam hubungan hukum 
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a. Asas Accessie. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan tumbuhan dan 
bangunan yang terletak diatas tanah merupakan bagian dari tanah yang 
bersangkutan. Kepemilikan tanah ini dengan sendirinya menyangkut dengan 
pemilikan sebuah benda – benda yang ada diatas tanah yang telah menjadi 
haknya. Apabila telah disepakati lain antara pembangun dan penanam.  
b. Asas Horizontal Scheding. Asas  ini berarti  bangunan, dan tumbuhan diatas 
tanah bukan bagian dari tanah. Hak atas tanah belum tentu termasuk 
kepemilikan tanaman dan bangunan yang sudah dimiliki. Jika gugatan meliputi 
bangunan dan tanamannnya, gugatan tersebut harus dituangkan dalam akta 
untuk membuktikan bahwa hukum yang bersangkutan telah dilaksanakan.  
B. Pengadaan Tanah 
1. Pengertian Pengadaan Tanah 
Istilah pengadaan tanah pertama kali digunakan dalam keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993. Yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk 
mengembangkan tanah untuk realisasi kepentingan umum dalam ketentuan pasal 
1 ayat (1), dan didefenisikan yaitu: pembebasan tanah adalah melalui pemberian 
kompensasi kepada para pihak yang berhak setiap kegiatan untuk mendapatkan 
tanah terhadap hak atas tanahnya tersebut. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 
ditentukan bahwa: pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
ketentuan ini berarti pemerintah atau pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan 




dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang haknya 
agar dapat menjamin kesejahteraan ekonomi bagi pemegang hak atas tanah yang 
terkena dampak kegiatan pengadaan tanah. 
Selanjutnya  pada pasal  1 ayat (3) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 kembali 
merevisi defenisi pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan yang memperoleh tanah dengan 
memberi kompensasi kepada orang – orang yang meninggalkan tanah, bangunan, 
tanaman dan benda – benda yang berakitan dengan tanah. Tetapi, konsep 
pengertian pengadaan tanah ini kurang dterima oleh masyarakat  karena 
menggabungkan konsep pembebasan lahan dan pencabutan hak. Kemudian, 
sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3), defenisi pengadaan tanah diubah dalam 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang berisi perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 yang mengatur pengembangan lahan untuk terwujudnya 
kepentingan umum. Adapun pengertian Pengadaan tanah yang selanjutnya diatur 
lebih lanjut pada  pasal 1 ayat (2) Undang – undang No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 1 
angka (2) Peraturan Presiden  Nomor. 71 Tahun 2012 adalah pengertian 
pengadaan tanah secara umum. Pengertian pengadaan tanah secara umum disini 
adalah kegiatan  penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan 
ganti rugi yang layak dan adil kepada semua pihak sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah yang ditentukan dan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan 
oleh lembaga yang membutuhkan tanah.
15
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Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 
memberi kompensasi kepada mereka yang menyerahkan tanah. Kepemilikan 
termasuk benda yang berhubungan dengan tanah.  . Akan tetapi, jika pemilik 
tanah tidak ingin memberikan tanahnya, maka dari itu pemerintah harus 
mengupayakan agar tanah tersebut secara sukarela. Untuk keperluan pengadaan 
tanah, menyediakan tanah untuk pelaksanaan dan pembangunan untuk 
kemakmuran bangsa, negara serta masyarakat. Pelaksanaan pengadaan tanah tidak 




 Akan tetapi, persoalan pengadaan tanah menimbulkan berbagai polemik 
karena adanya keterkaitan kepentingan pihak yang satu dan pihak yang lainnya. 
Di sisi pemerintah, pembangunan memang sangat membutuhkan lahan sebagai 
sarana utamanya, namun dipihak masyarakat itu membutuhkan lahan sebagai 
tempat hidup dan penghidupannya.
17
 Apabila tanah warga masyarakat diambil 
tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan hanya digunakan untuk 
keperluan pemerintah yaitu kepentingan umum, maka mengorbankan hak asasi 
yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 
Proses perencanaan adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam 
proses pengadaan tanah, dengan proses perencanaan yang matang matang maka 
proses pengadaan tanah akan dapat terlaksana dengan baik, peran kementrian 
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ATR/BPN sebagai leading sektor harus dapat berkolaborasi dengan berbagai 
pihak guna mensukseskan proses pengadaan tanah, koordinasi dilakukan secara 
kementrian ATR/BPN dengan instansi yang membutuhkan tanah, kejaksaan dan 
pihak – pihak terkait lainnya dalam mempercepat proses pengadaan tanah. 
Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan 
beberapa cara antara lain: melalui pelepasan hak atas tanah, pencabutan hak atas 
tanah atau jual beli/ tukar menukar,untuk pengadaan tanah dengan skala tidak 
lebih dari satu hektar. Adapun landasan hukumnya: Undang – undang Nomor 2 
Tahun 2012 yang pelaksanaannya merujuk pada perpres nomor 36 tahun 2005 dan 
perpres no. 65 tahun 2006 serta peraturan kepala badan pertanahan nasional tahun 
2007, sedangkan lebih khsusus diatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum dapat ditempuh melalui jual beli/ tukar menukar, sesuai dengan perpres 
nomor 36 tahun 2005 dan peraturan kepala BPN tahun 2007. Keduanya menjadi 
landasan kongkrit dalam implementasi lapangan. 
2. Tahapan Pengadaan Tanah 
Berdasarkan penjelasan mengenai pengadaan tanah diatas, maka 
terbentuklah beberapa unsur – unsur pembentuk pengadaan tanah sebagai berikut: 
b. Proses hukum pengalihan hak atas tanah milik negara 
c. Pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum 
d. Tindakan  hukum dilandaskan atas musyawarah  
e. Pelepasan hak atastanah harus disertai ganti rugi yang layak. 
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Adapun  perencanaan pembangunan untuk pengadaan tanah  telah disusun 
1 (satu) tahun sebelumnya dan memuat 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut:
19
 
1) Tujuan pengembangan; 
2) Letak dan lokasi konstruksi; 
3) Luas lahan yang dibutuhkan; 
4) Sumber dana; 
5)   Analisis kelayakan lingkungan dari rencana pembangunan. 
Selanjutnya persiapan pengadaan tanah yang telah diatur didalam 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012: 
a) Penetapan nilai 
b) Musyawarah dalam menetapkan bentuk ganti rugi 
c) Pemberian ganti rugi 
d) Inventarisasi dn identifikasi 
e) Pemutusan hubungan hukum yakni antara pihak yang berhak dengan objek 
pengadaan tanah. 
3. Keputusan Perpres Tentang Pengadaan Tanah 
 keputusan Perpres tentang pengadaan tanah yang dimaksud antara lain 
sebagai berikut: 
a. Instansi yang membuthkan tanah adalah lembaga negara, kementrian, 
lembaga pemerintah nonkementrian, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara atau badan usaha milik 
negara dengan tugas khusus, dan badan usaha milik negara yang telah 
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memperoleh kekuasaan berdasarkan perjanjian dan lembaga negara. Dan 
tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah yaitu badan usaha milik negara, 
badan usaha milik negara, menyediakan infrastruktur dalam sebuah 
pembangunan. 
b. Pembebasan tanah merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan 
memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada semua pihak yang terlibat. 
c. Pihak yang berhak  mendapatkan ganti rugi adalah pihak yang mempunyai 
objek pengadaan tanah. 
d. Tanah merupakan obejek pengadaan tanah, ruang atas atau bawah tanah, 
bangunan, tanaman, benda yang berhubungan dengan tanah dengan tanah, 
atau benda lain berhubungan dengan tanah yang dapat dinilai. 
e. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana yang telah dimaksud dalam 
Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat ketentuan – ketentuan 
dasar tentang prinsip – prinsip pertanian dan hak – hak lainnya yang akan 
diberikan oleh undang – undang tersebut. 
f. Kepentingan umum  merupakan kebutuhan negara dan masyarakat yang  
harus disadari oleh pemerintah dan dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik - 
baiknya untuk kemakmuran rakyat.  
g. Hak pengelolaan adalah kekuasaan kendali negara, dan kekuasaan 
pelaksaaannya sebagian didelegasikan kepada pemegangnya.  
h. Konsultasi publik merupakan proses komunikasi yang dirundingkan antar 
pemangku kepentingan, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam rencana 




i. Dalam memutuskan hubungan hukum antara pihak hukum dan negara 
melalui lembaga  kementrian dengan cara melepaskan hak atau pelepasan 
hak. 
j. Dalam proses pengadaan tanah, kompensasi yang layak dan adil kepada 
semua pihak yang memiliki hak adalah melalui kompensasi. 
k. Penilai tanah, adalah orang yang melakukan penilai independen dan 
profesional, yang selanjutnya memperoleh izin praktek penilai dari menteri 
keuangan dan izin kementrian keuangan  untuk menghitung nilai / harga 
dalam pembebasan tanah. 
l. Penilai publik adalah penilai yang telah mendapat persetujuan dari dari 
menteri keuangan untuk memberikan jasa penilaian. 
m. Penetapan lokasi ialah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan 
umum yang telah ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang digunakan 
sebagai izin untuk melaksanakan pengadaan tanah, perubahan penggunaan 
tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum.  
n. Pemerintah pusat, merupakan presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah 
dimaksud didalam Undang – undang  Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
o. Pemerintah daerah ialah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan 




p. Menteri merupakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agraria/pertanahan. 
q. instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang  
pertanahan departemen kementrian. 
r. Dinas pertanahan merupakan instansi vertikal BPN yang berada disuatu 
negara / wilayah yang diketuai oleh kepala badan pertanahan, sedangkan 
kepala kanwil BPN bertanggung jawab langsung kepada menteri.  
s. Tim persiapan pengadaan tanah merupakan tim yang terdiri dari gubernur 
yang bertujuan untuk membantu gubernur dalam melaksnaakan 
pemberitahuan rencana pembangunan, pengumuplan data awal lokasi rencana 
pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. 
t. Satuan tugas merupakan satuan yang dibentuk oleh kementrian untuk 
membantu pelaksanaan pengadaan tanah. 
u. Ruang atas maupun bawah tanah merupakan ruang yang terdapat dibawah 
permukaan bumi yang hanya diperlukan untuk keperluan yang berakitan 
langsung dengan penggunaan lahan atau tanah. yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah. 
v. Tim persiapan merupakan tim yang terdiri dari gubernur untuk membantu 
gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan,  
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Dalam UU No.2 Tahun 2012, “Perpres No. 71 Tahun 2012, Perpres No. 40 
Tahun 2013, Perpres No. 99 Tahun 2014, Perpres No. 30 Tahun 2015, dan 
Perkaban No.5 Tahun 2012”,  fase pengadaan tanah perkaban yaitu perencanaan, 
persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Penyerahan tanah dilakukan oleh 
lembaga yang membutuhkan tanah bersama dengan lembaga teknis terkait, dan 
lemabaga profesional harus diikutsertakan dalam mekanisme pengadaan tanah. 
Maka dari itu, rencana pengadaan tanah harus berpedoman pada rencana tat ruang 
wilayah (RTRW) Nasional/ Provinsi / Bupati / Daerah (RPJM), departemen 




4. Rencana Pengadaan Tanah 
Sebelum tahapan pekerjaan pengadaan tanah dilakukan, terlebih dahulu 
setiap stakeholder harus memahami pokok – pokok pengadaan tanah sebagaimana 




a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk 
kepentingan umum dan pendanaan kegiatan serta diselenggarakan oleh 
pemerintah. 
b. Setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemilik tanah wajib melepaskan 
tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: 
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1) Rencana tata ruang wilayah 
2) Rencana pembangunan nasional daerah 
3) Rencana strategis.  
Masyarakat sebaiknya melaksanakan pendaftaran tanah atau yang biasa 
disebut dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap disingkat PTSL agar 
memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum terhadap masyarakat, 
agar masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran, serta 
mengurangi dan mencegah sengketa dalam konf;ik pertanahan. Selain banyak 
manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah atas 
terselenggara melalui PTSL ini, masyarakat juga dapat terjamin haknya dan 
pemerintah juga dapat melengkapi data pertanahan.
23
 
Pendaftaran tanah sistematis lengkap disingkat PTSL adalah pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara serentak dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Adapun 
tujuan dari PTSL ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta 
mendorong ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya.
24
 
5. Panitia Pengadaan Tanah  
Dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2014 tidak diatur secara tegas bagaimana susunan tim atau 
panitia pengadaan tanh, namun dalam pasal 6 Undang – undang Nomor 2 Tahun 
2012 ditentukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
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diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya pada pasal 27 menentukan bahwa : 
berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi 
yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada 
lembaga pertanahan dan pada pasal 49 peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 
menentukan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh 
kepala BPN. Dengan demikian jelas, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum pada prinsipnya dilaksanakan oleh lembaga pertanahan, yang dalam 
pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah 
provinsi atau pemerintah/kota. 
6. Tugas Panitia Pengadaan Tanah 
Tugas dan fungsi panitia pengadaan tanah dalam Undang – undang Nomor 
2 Tahun 2012 tidak diatur secarategas dalam satu pasal, namun jika dirangkum 
secara umum maka tugas dan fungsi dari panitia pengadaan tanah dalam Undang 
– undang ini banyak yang dirumuskan dari Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dan dilengkapi dalam Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006. 
7. Asas  Dalam Pengadaan Tanah 
Ada beberapa ketentuan asas hukum untuk menunjukkan bahwa di dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu melibatkan dua belah pihak yaitu 
antara instansi pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu sangat tidak 
diperbolehkan adanya pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak. Adapun asas – 




a. Asas kesepakatan adalah bahwa semua kegiatan pengadaan tanah didasarkan 
pada kesepakatan antara para pihak yang membutuhkan tanah. 
b.  Asas kemanfaatan merupakan kegiatan pengadaan tanah yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan juga kemanfaatannya kembali yang di 
peruntukkan terhadap masyarakat. 
c. Asas keadilan yakni kedua belah pihak diberikan pertimbangan mengenai 
keadilan baik itu secara fisik maupun keadilan nonfisik dalam kegiatan 
pengadaan tanah. 
d. Asas kepastian ialah pengadaan tanah ini dilakukan menurut aturan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku dan kedua belah pihak ini dapat 
mengetahui hak dan kewajibannya. 
e. Asas keterbukaan adalah setiap proses pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum masyarakat diberikan sosialisasi  dan juga lahan pengganti ataupun 
diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan dan juga kesepakatan antara 
kedua belah pihak. 
Hal ini dilakukan agar memberikan saran atau upaya agar menghindari 
dampak yang akan ditimbulkan akibat pengadaan tanah ini. Hal yang harus 
diperhatikan yang lain juga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, budaya, dan 
kearifan lokal.  
Di dalam pengadaan tanah batasan diartikan agar memberikan acuan 
terkait  pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dijalankan pemerintah 
pusat dan juga pemerintah daerah. Yang di maksud dengan kepentingan umum 




rakyat, yang meliputi faktor faktor yakni sosial, politik, psikologis dan juga 
hankamnas. Selain itu Kepentingan umum juga dapat dipahami dengan sederhana, 
yaitu kepentingan umum dapat dikatakan hanya untuk keperluan juga kepentingan 
orang banyak atau tujuan yang besar. 
C. Ganti Rugi  
1. Pengertian Ganti Rugi 
Kompensasi adalah hal terpenting dalam proses pengadaan tanah. Ganti 
rugi adalah memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pemegang 
hak atas tanah saat mengalihkan haknya tersebut. Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 
2012 mengatur bahwa ganti rugi adalah kompensasi yang wajar dan adil bagi 
pemegang hak selama proses pengadaan tanah. Pelaksana utama pengadaan tanah 
menetapkan nilai ganti rugi tanah berdasarkan evaluasi atau hasil penilai publik.
25
 
Ganti rugi ini diberikan kepada penerima lisensi berdasarkan hasil evaluasi 
yang telah ditetapkan pada saat peninjauan kembali penetapan ganti rugi dan/atau 
putusan pengadilan negeri. Penetapan ganti rugi didasarkan pada hasil evaluasi 
penetapan ganti rugi dan/atau putusan pengadilan negeri/mahkamah agung dan 
diberikan kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak atas kompensasi 
bertanggungjawab atas keakuratan dan keabsahan bukti kepemilikan yang sudah 
diajukan. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 26
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Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah, prisip ganti rugi merupakan suatu 
hal yang utama dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat 
terkena dampak pengadaan tanah. Selain itu, prinsip ganti rugi sudah sangat jelas 
diatur didalam Undang – undang dan hukum perdata yang telah ditetapkan. 
Pemerintah juga sebagai badan hukum merupakan subjek hukum tetapi tidak 
berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan 
– perbuatan hukum sendiri, tatpi diwakili oleh orang – orang biasa, namun orang 
– orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan 
hukum ini disebut organ dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari 
organisasi badan hukum itu.
27
 
Penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang 
tanah, meliputi: 
a. Tanah 
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah 
c. Bangunan 
f. Tanaman  
g. Benda yang berkaitan dengan tanah 
h. Kerugian lain yang dapat dinilai. 
Penetapan mengenai besarnya ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah 
berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Nilai ganti kerugian 
yang dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi 
pembangunan untuk kepentingan umum. Biasanya nilai ganti kerugian 
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berdasarkan hasil penilaian penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan 
dengan berita acara. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilai menjadi dasar 
musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam hal bidang tanah tertentu yang 
terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai 
dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta 
penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
28
 
Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: 
1)   Uang  
2) Tanah pengganti  
3) Permukiman kembali 
4) Kepemilikan saham  
5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.29 
Dalam pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana yang telah 
diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012, menyatakan penilaian 
besarnya ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum ditetapkan oleh penilai.
30
 Pembayaran dari harga suatu barang 
yang diperjual belikan itu harus dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam 
persetujuaan. Apabila dalam suatu persetujuan ditetapkan suatu tempat, maka 
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pembayaran tersebut yang mengenai suatu barang yang telah ditentukan, harus 
terjadi ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian tersebut.
31
 
Dalam pemberian ganti rugi harus dipertimbangkan beberapa hak yang 
diperkirakan justru akan memperburuk keadaan dan taraf kehidupan orang – 
orang yang tanahnya dibebaskan tersebut. Hendaknya dipikirkan agar kualitas 
kehidupan mereka meningkat dan diupayakan agar ganti rugi diberikan dalam 
bentuk yang tidak mengolah pola kehidupan masyarakat dengan alih permukiman 
ke lokasi yang sesuai. Permukiman dapat dilihat sebagai dunia tersendiri tempat 
dimana warga masyarakatnya menetukan identitas mereka, merasa sebagai 
makhluk sosial dan aman. Selain hal- hal yang sungguh – sungguh diderita, dalam 
pemberian ganti rugi harus dipertimbangkan  juga faktor – faktor non fisik atau 
imateriil. Faktor yang bersifat non fisik atau imateriil yang dapat memperburuk 
keadaan jika tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya ganti rugi 
misalnya biaya pindah tempat atau pindah pekerjaan, turunnya penghasilan 
pemegang hak atas tanah karena proses pengambil alihan yang lama dan kerugian 
dalam hal tanah yang dibebaskan hanya sebagian sehingga tanah tersisa sulit 
untuk dijual. 
2. Unsur – Unsur Ganti Rugi 
Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: 
“biaya,rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, 
terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang 
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sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian –
pengecualian serta perubahan- perubahan yang akan disebut dibawah ini.” 
Ada beberapa unsur ganti rugi menurut pendapat Abdulkadir Muhammad 
di tinjau dari pasal 1246 KUHPerdata sebagai berikut:
32
 
a. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menggantikan sebuah ganti rugi, 
contohnya biaya materai, iklan dan juga ongkos cetak. 
b. Mengganti kerugian karena adnya kerusakan barang atau cacat, hilangnya 
barang milik kreditur akibat dari lalainya debitur. Kerugian yang dimaksud 
disini ialah kerugian yang nyata misal rusaknya sebuah paket barang dalam 
pengiriman oleh kurir, hilangnya barang akibat terbakar. 
Selanjutnya kerugian menurut Satrio yaitu merupakan sebuah kerugian 
yang hanya diderita sebagai berikut: 
c. Sebagai sebuah pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya; yakitu untuk 
lebih mudah dapat di katakan sebagai prestasi pokok perikatannya, yakni apa 
yang telah ditentukan didalam sebuah perikatan yang bersangkutan. 
d. Sebagaian dari kewaiban perikatan pokok, misalnya jika ada prestasi yang 
tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi kreditur ini dengan senang hati 
menerimanya. Tetapi diikuti dengan penggantian kerugian, tetapi sudah lebih 
dulu disertai dengan prostes. 
e. Sebagai kompensasi atas  kerugian kreditur yang disebabkan oleh kinerja 
yang terlambat dari kontrak. Maka dari itu, kreditur memerlukan kompensasi 
selain kewajiban yang telah ia sepakati. 
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Penggantian terhadap kerugian baik fisik maupun non fisik sebagai akibat 
pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda – 
benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup 
yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan 
tanah. Sebagai imbalan pada prinsipnya pemberian ganti rugi harus seimbang 
dengan nilai tanah, termasuk segala benda yang ada diatasnya yang dilepaskan 
atau diserahkan tersebut. Jadi idealnya jumlah ganti rugi yang diterima pemegang 
hak atas tanah harus sesuai dengan nilai tanah, termasuk benda – benda yang ada 
diatas tanah. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah 
dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 hanya menentukan ganti rugi 
yang bersifat  fisik, sedangkan ganti rugi yang bersifat non fisik tidak termasuk 
dalam bentuk kerugian.  
3. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Dalam Hukum Perdata 
Dalam pengadaan tanah ini, ganti rugi adalah sesuatu pergantian biaya 
yang dibebankan kepada pihak yang telah melakukan pengadaan tanah terhadap  
masyarakat yang terkena dampak tersebut. Terkait dengan ganti rugi, KUHPerdata 
menjelaskan mengenai ketentuan ganti rugi secara rinci yang terdapat pada Pasal 
1366
33
 yang berbunyi: 
setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbtikan kergian itu, 
mengganti kerugian tersebut (pasal 1365). 
setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan 
oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian 
atau kurang hati – hatinya (pasal 1366). 
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Kesepakatan dan pengadaan tanah untu kepentingan umum tersebut dapat 
diupayakan dengan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu melalui 
kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan calon pemilik 
tanah. Jual beli, tukar menukar, maupun pelepasan hak tidak bisa didasari oleh 
paksaan yang akan mengakibatkan konsekuensi pidana. Kesepakatan terhadap 
pindahnya hak dalam ganti rugi pembebasan tanah itu bergantung pada kecocokan 
harga tanah yang dapat dilihat melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun 
penentuan tim Aprasial, yang selanjutnya dibuatkan surat pelepasan hak dan balik 
namanya di pejabat pembuatan akta tanah.  
Dalam proses pengadaan tanah lazimnya dilakukan oleh instansi 
pemerintah atau pun Badan Usaha Milik Swasta dengan suatu ketentuan yang 
telah diatur oleh keputusan yang berlaku. Aturan pengadaan tanah ini sudah 
beberapa kali. Pengadaan tanah ini telah terbagi menjadi dua defenisi, yaitu 
tentang kepentingan umum dan pengadaan tanah. Pengadaan tanah yakni, 
menurut peraturan presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah untuk memajukan pembangunan kepentingan umum ini mengacu pada 
kegiatan penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dan adil 
kepada pihak yang berhak.
34
 
Dari apa yang telah dijelaskan diatas yang terdapat dalam ketentuan umum 
(pasal 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang 
Pendanaan atau Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk pengembangan kepentingan 
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umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa pengadaan 
tanah tersebut harus melalui kesepakatan yang adil dan diperuntukkan bagi 
kemakmuran rakyat.
35
 Jadi, dalam proses penggusuran tanah untuk pembangunan 
dalam kepentingan umum yang tidak memiliki fungsi mensejahterakan 
masyarakat ialah yang salah dari defenisi yang ada. 
Poin utamanya adalah pengadaan tanah untuk memajukan pembangunan 
kepentingan umum dan juga mensejahterakan masyarakat harus dilihat dari sisi 
kemanfaatannya yang lebih besar. 
4. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Hukum Islam 
UUD 1945 menegaskan  negara ini didasarkan pada ketuhanan Pasal 29 
ayat (1). Dalam pasal 1 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960, mencantumkan yakni “ 
seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya yaitu dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang 
maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional”. Isi dari pasal ini dimaknai sebagai karunia Tuhan untuk 
menghargai hukum – hukum yang berkenaan dengan penyalahgunaan bumi 
(tanah), air dan ruang angkasa itu sendiri. Sebab untuk apa sebuah pengakuan 
akan karunia Tuhan jika dalam pengelolaan bumi sebagai anugrah Tuhan itu tidak 
hukum itu sendiri.  
Dasar hukum hak atas tanah dan ganti rugi diserahkan sesuai dengan 
ajaran Islam, yaitu dasar hukum atau dasar hukum pengalihan dan ganti rugi hak 
atas tanah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan khalifah Umar bin 
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Khattab ra sesuai dengan hukum islam. Dilakukan dengan jual beli al-bai‟, jual 
beli tidak hanya jual beli tanah, tetapi dalam arti sepanjang sesuai dengan kaidah 
yang diatur dalam syariat islam, semua komoditas dapat diperjualbelikan.
36
  
Secara etimologis dhaman ganti rugi memiliki banyak arti. Contohnya, 
ambil tanggung jawab dan kewajiban. Dalam al – „Arab,  kamus lisan Ibn Manzur 
menjelaskan  semua arti ganti rugi terkonstrasi dalam cakupan jaminan. Arti 
dalam kamus al – muhith tidak jauh berbeda dhaman sebagai ganti rugi . 
Selanjutnya dijelaskan tujuan dari dhaman ialah agar memberikan sebuah ganti 
rugi kepada korban atau kreditur dan menghilangkan kerugian yang dideritanya. 
Ada beberapa ganti kerugian yang berkaitan dengan harta yaitu penyitaan, 
kerusakan barang aau keuntungannya yang meliputi dua hal yakni: 
1) Jawatir naqdiyah yaikni kompesasi atau ganti rugi dengan mengembalikkan 
nilai jual barang.  
2) Jawatir ainiyah yaitu dengan barang itu sendiri, setidaknya dalam beberapa 
kasus diganti dengan barang yang sama situasi penyitaan olegal atau legal 
milik orang lain.
37
   
Didalam ganti rugi terdapat sebuah hitungan dan juga perkiraan 
kompensasi atau ganti rugi dapat merujuk dengan  model sebagai berikut. 
Pertama, hitung ganti rugi sesuai kesepakatan . Yang kedua, penggantian kerugian 
yang dilakukan oleh hakim yang telah mengacu pada ijtihad dan pandangannya 
sendiri. Yang ketiga, penghitungan kompensasi didasarkan pada keputusan 
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legislator.  Adapun beberapa hitungan dan juga perkiraan ganti rugi tersebut yang 
berasaskan beberapa hal sebagai berikut: 
a) Ganti rugi tidak di maksudkan untuk memperkaya pihak yang telah dirugikan, 
membantunya atau dengan memberinya tabarru‟. Tetapi, dimaksud agar 
mengembalikkan keadaan sebelum merugi.  
b) Memberikan ganti rugi kepada pihak – pihak secara langsung menyebabkan 
darar. Adapun apakah kerusakan tidak langsung itu, yaitu tidak dapat dikaitkan 
dengan muta‟addi dan tidak dapat diganti rugi 
c)  Jika penghitungan dan estimasi kompensasi dari prinsip ini, tidak ada 
penyesuaian lebih atau kurang yang harus dilakukan untuk menyesuaikan. 
apabila menyimpang dari prinsip ini maka akan dimasukkan dalam kategori 
orang yang memakan harta orang lain secara batil. 
38
  
Adapun ayat Al – Qur‟an yang mengatur tentang ganti rugi yaitu surah Al 
– Baqarah ayat 194, dinyatakan: 
سُِ َحَساوُِِٱنشَّهأ سِِبِِِٱنأ َحَساوِِِٱنشَّهأ
تُِوَِِٱنأ ُحُسَي  ِِٱنأ ٍِ ًَ ِفَ
تََديِ قَِصاٞصٖۚ ِفَِِٱعأ ُكىأ تَُدواَِْعهَيأ ِمَِياِِٱعأ ثأ ًِ هِِبِ تََديِ َعهَيأ ُكىأِِٖۚٱعأ ِٱتَّقُىاِْوََِِعهَيأ
َِ اِْوَِِٱّللَّ ى  ًُ هَ ِِٱعأ ٌَّ َِأَ ٍََِيَعِِٱّللَّ تَّقِي ًُ  ٤٢١ِِٱنأ
Terjemahan : 
 “Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka 
lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap 





Dari ayat di atas menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. 
Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai 
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pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan 
ini ditarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang 
berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti 
rugi atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat 
yang ditimbulkan. 
Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang hidup (teh living law) di 
mana kaedah hukum islam ini sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat, 
yang artinya nilai – nilai di dalam hukum islam itu sendiri sudah dikenal, 
diketahui serta ditaati, bahkan sudah mendarah daging didalam masyarakat itu 
sendiri.
40
  Prinsip hukum Islam, “ kepemilikan tanah dari seseorang yang diakui, 
dimana sang pemilk tanah mempunyai kewenangan untuk menngunakannya 
sesuai dengan apa yang di inginkannya. Di dalam ajaran Islam kebahagiaan 
tidaklah semata – mata terletak pada banyaknya harta melainkan pada sisi 
psikologi dan spritual pemiliknya. Maka dari itu, segala rumusan hukum yang 
telah menyangkut pengelolaan tanah wajib memelihara lima hal yang mendasar 
yakni terlindunginya agama, nyawa, akal, harta dan keturunannya. Adapun 
konsekuensi dalam hukum Islam, tidak diperbolehkan untuk melakukan monopoli 




Adapun hak kepemilikan dalam hukum islam sangatlah unik, dimana 
segala sesuatu yang  milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu hanya 
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diberikan untuk manusia sehingga manusia tersebut dapat melaksanakan apa yang 
telah di rencanakan oleh Allah, yaitu tujuan masyarakat dengan cara bertindak 
sebagai pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, 
apa yang sudah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan manusia dan untuk 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris dengan mengkaji 
mengenai implementasi hukum yang ada dalam masyarakat, Penelitian hukum 
sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian hukum terhadap 
efektivitas hukum yang berlaku dan memandang kenyataan hukum dalam 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandara tersebut. 
Jenis pada penelitian ini bersumber dari mengumpulkan data yang diperoleh 
langsung dari lapangan sebagai sumber utama penelitian ini, yakni melalui 
wawancara dan pengamatan. Sumber lain dari penelitian ini yaitu mengkaji 
berbagai macam berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang – undangan yang 
dijadikan sebagai sumber penelitian.
1
 
Pendekatan yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari bahan – 
bahan hukum yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum, yakni dengan 
mengkaji keberadaan hukum positif ditengah – tengah masyarakat yang bertujuan 
untuk memberikan pandangan terhadap fenomena hukum yang terjadi 
dimasyarakat akibat dari pelaksanaan pembangunan bandar udara ini.
2
 
B. Lokasi Penelitian  
langkah awal dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, didahului 
dengan suatu penelitian. Penelitian dilaksanakan ke tempat asal sumber data yang 
relevan dengan inti permsalahan. Masalah dalam penelitian ini adalah ganti rugi 
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terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan bandara. Oleh 
karena itu, relevan kiranya jika penulis mengadakan penelitian dan kunjungan 
langsung ke daerah sekitar bandar udara Tampapadang yang terletak di Kabupaten 
Mamuju. Data yang didapatkan dari narasumber akan dijadikan sebuah bahan 
penelitian. 
C. Sumber Data Penelitian 
Adapun bahan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, baik 
penelitian lapangan, ataupun kepustakaan, maka data yang diperoleh dapat 
digolongkan ke dalam dua jenis data yakni: 
a. Data Primer 
Data ini diperoleh secara langsung dilapangan dengan mendapatkan 
informasi yang mendalam dari masalah penelitian ini dengan mengadakan 
wawancara langsung dengan menetukan informan yakni dengan 
memperoleh data dengan 7 (Tujuh) informan yang diambil dengan 
menjelaskan kondisi informan dalam hal ini pihak yang terkait yaitu 
masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandar udara Kabupaten 
Mamuju. 
b. Data Sekunder  
Adapun sumber pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan cara 
membaca dan mempelajari  Buku - buku, Jurnal, website, Peraturan 
Perundang – undangan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan  





D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman 
gambar lokasi Bandar Udara di Tampa  Padang di Kabupaten Mamuju. 
2. Wawancara atau Intreview  
Wawancara dilakukan dengan berkunjung ke lokasi penelitian dan 
melakukan tanya jawab dengan masyarakat selaku pihak yang terkena 
dampak dari pembangunan bandara dan juga pemerintah yang terlibat ini 
khususnya tinjauan tentang ganti rugi tersebut. Ini dilakukan guna 
memperoleh data dan kemudian dimasukkan kedalam penulisan skripsi 
tersebut. 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam teknik analisis data, data yang diperoleh dilapangan akan saling 
dihubungan dan dianalisis dengan analisis kualitatif dan dideskripsikan dengan 
cara menjelasakan dan menggambarkan berbagai permasalahan yang berkaitan 







HASIL  DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju 
1. Kondisi Geografis  
Secara administrasi Bandar Udara Tampa Padang terletak di 
Kabupaten Mamuju yang memiliki luas wilayah sebesar 4.954,57 km
2
 yang 
secara administratif terbagi kedalam 11 kecamatan dan secara  keseluruhan ada 
88 desa dan 13 kelurahan. Bandar udara Tampa Padang sendiri terletak di 
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kecamatan Kalukku 
memiliki luas 452,65 km
2
 dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan 
laut. 
 
Bandar  Udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.500 x 45 m. Bandara 
Tampa Padang berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Mamuju. penumpang 
pesawat udara dapat menunggu penerbangan disebuah terminal yang memiliki 
kapasitas ± 200 orang.   
Wilayah bandara Tampa Padang ini memiliki luas fasilitas sisi udara 
yakni RUNWAY 2500 m x 45 m (112500 m
2
), TAXIWAY 67 m x 23 m (1541 
m
2
), APRON  0 m x 0 m (20400 m
2




Jumlah penduduk kabupaten Mamuju pada tahun 2020 adalah 278.276 
jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 107. Rasio jenis kelamin penduduk 
Kabupaten Mamuju di atas 100, memiliki arti jumlah penduduk laki – laki di 
Kabupaten Mamuju lebih banyak dari jumlah perempuan. Semua kecamatan 




Jumlah penduduk pada wilayah kecamatan kalukku memiliki 21% 
persentase penduduk. Penduduk pada wilayah kalukku memiliki sekitar 59.108 
ribu penduduk.  
Tabel 1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status 
Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju 
Status pekerjaan 
utama 
Laki – laki Perempuan Jumlah 
Berusaha sendiri  22 240 7 400 29 640 
Berusaha dibantu 
buruh tidak tetap 
21 771 8 184 29 935 
Berusaha dibantu 
buruh tetap 
2 179 210 2389 
Buruh/ 
Karyawan/Pegawai 
20 884 13 442 34 306 




9 975 19 500 29 475 
Jumlah  83 225 50 964 134 223 
Sumber Data: Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2021 
Kabupaten Mamuju kini memiliki bandara yang siap dilandasi berbagai 
maskapai. Bandar Udara Tampa Padang berjarak 27 km dari kota mamuju, 




menggambarkan bahwa bandara tersebut sudah dapat didarati pesawat 
komersil ukuran Boeing 737 200 yang berpenumpang hingga 150 orang. 
Sasaran dari pengembangan bandara di Kabupaten Mamuju ini adalah 
Untuk jembatan udara yang menghubungkan Makassar – Mamuju dan 
Mamuju – Balikpapan karena bentang alam Mamuju yang dikelilingi banyak 
pegunungan membuat daerah ini sulit dijangkau, sehingga membuat roda 
ekonomi Mamuju pun menjadi terhambat. 
Bandar Udara Tampa Padang ini didirikan pada tahun 1978. Pada masa 
itu, status bandara tersebut masih merupakan lapangan terbang perintis yang 
dipimpin oleh seorang kepala lapangan terbang perintis (kelapter).
1
 Bandara 
Tampa Padang Mamuju ini dibangun karena geografi wilayah mamuju 
sekitarnya cukup terisolasi, tidak memiliki sarana dan prasarana yang 
memadai dibidang serta infrastruktur yang memadai dibidang transportasi. 
B. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang Di 
Kabupaten Mamuju 
Dalam undang – undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2014 tidak diatur secara tegas bagaimana susunanTim atau 
Panitia Pengadaan Tanah, namun dalam pasal 6 Undang – undang Nomor 2 
Tahun 2012 ditentukan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 
diselenggarakan oleh Pemerintah. Selanjutnya pada Pasal 27 Menentukan 
bahwa : Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan 
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Umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan 
tanah kepada lembaga pertanahan dan pada pasal 49 Peraturan Presiden 
Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah diselenggarakan oleh kepala BPN.
2
 Oleh karena itu, pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum pada prinsipnya dilakukan oleh lembaga 
pertanahan. 
Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan 
Bandar Udara Tampa Padang memiliki tahapan pengadaan tanah sebagai 
berikut:  
1. Perencanaan  
Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang 
hendak dicapai atau tujuan di masa yang akan datang dan juga menentukan 
beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. 
Sehingga, dalam perencanaan terdapat sebuah kegiatan pengujian pada 
beberapa pencapaian, menentukan tujuan pencapaian, dan juga perlu 
menentukan langkah dalam pencapaiannya.
3
 
2. Persiapan  
Persiapan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum 
melaksanakan suatu kegiatan.  Dengan tanpa adanya persiapan, kegiatan tidak 
akan berjalan dengan baik.  
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a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan 
Panitia pengadaan tanah melakukan informasi atau pemberitahuan pada 
lokasi pengadaan tanah terhadap masyarakat dengan cara memberikan 
penjelasan terhadap masyarakat yang tanahnya akan terdampak pembangunan 
lokasi bandara. 
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan  
Mengenai pendataan awal lokasi pembangunan tidak ditemukan adanya 
berita acara  tetapi pada tahap ini dilakukan pendataan awal lokasi 
pembangunan yaitu dengan melakukan pengumpulan data awal pihak yang 
berhak. 
c. Konsultasi publik rencana pembangunan 
Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara tampa padang 
dilakukan konsultasi publik oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat 
yang sebagai pemegang hak atas tanahnya dengan cara mensosialisasikan 
dengan rapat.  
d. Penetapan lokasi pembangunan  
Penetapan lokasi pembangunan dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan Bandar Udara Tampa Padang dilakukan beberapa wilayah di 
kecamatan kalukku. Penyuluhan atau sosialisai ini dilakukan lebih dari sekali, 
dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara  panitia bersama 
dengan instansi yang memerlukan tanah pada tahapan ini melakukan 





3. Pelaksanaan  
Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah 
disusun secara terperinci. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. 
a. Penetapan nilai  
Penetapan nilai gantikerugian tanah dilakukan oleh panitia pengadaan 
tanah untuk membangun bandara di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil 
penilaian jasa penilai. Harga tanah yang di beli oleh pemerintah berkisar Rp. 
60.000 permeter sampai dengan Rp. 65.000 permeter. Adapun masalah 
bangunan atau rumah warga masyarakat yang terkena dampak penggusuran 
harganya tergantung dari hasil penaksiran dari pemerintah dan tidak semua 
ganti ruginya sama karena tergantung dari kondisi rumah. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amiruddin umur 52 
Tahun Lurah di kelurahan sinyonyoi selatan.  
Penetapan nilai ganti kerugian tanah di tentukan oleh jasa penilai 





b. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian 
Musyawarah mengenai bentuk ganti rugi terhadap masyarakat untuk 
pembangunan bandara di Kab. Mamuju ini dilakukan beberapa kali oleh 
panitia pengadaan tanah sampai mendapat kesepakatan bersama antara pihak 
yang berhak dan dibuatkan berita acara. 
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c. Pelaksanaan Pemberian ganti kerugian  
Dalam pelepasan hak atas tanah merupakan suatu cara dalam 
pengadaan tanah terahadap pembangunan  Bandara di Kabupaten Mamuju 
diusahakan agar mendapatkan ganti kerugian akibat dari pembebasan lahan. 
Bentuk dari ganti kerugian didasari oleh musyawarah. 
Dalam pengadaan tanah panitia melakukan sosialisasi terhadap 
masyarakat yang tanhanya terkena dampak dari pembangunan bandara 
dengan melibatkan pemerintah dan juga masyarakat. 
 Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Amiruddin 52 
Tahun selaku Lurah sinyonyoi selatan (10 Mei 2021): 
 Masyarakat yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan bandara 
dilakukan musyawarah. musyawarah tersebut melibatkan masyarakat 
yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan. Tetapi ada beberapa 
masyarakat yang tidak hadir dalam rapat musyawarah yang 




Musyawarah atau rapat yang dilakukan ini diharapkan dalam proses 
pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dapat terlaksana 
dengan baik.  
Tetapi dalam wawancara Risma Noviana (23 Tahun) mengatakan 
bahwa: 
Pemerintah hanya memberikan ganti rugi setengah dan hanya harga 
bangunan, harga tanah belum diberikan oleh pemerintah sehingga ia 
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Pelaksanaan pemberian ganti rugi diikuti dengan pelepasan hak oleh 
pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang dinyatakan dalam 
surat pernyataan serta pembayaran ganti rugi antara: 
1) Pemilik tanah, bangunan dan tanaman yang kemudian disebut sebagai 
pihak pertama. 
2) Pemerintah, selanjutnyadisebut sebagai pihak kedua. 
  Proses ganti rugi dalam pengadaan tanah harus memenuhi berkas – berkas 
dalam kepenilikan tanahnya agar diproses pemberian ganti rugi nya. Adapun 
berkas yang harus dilengkapi yaitu fotocopy PBB, fotocopy rekening, bukti 
kepemilikan tanahnyadan juga fotocopy KTP. Berkas ganti rugi yang dianggap 
sudah memenuhi syarat dibuatkan berita acara.  




Bahwa pemerintah telah memberikan ganti rugi sesuai dengan hasil 
kesepakatan bersama dalam bentuk uang yang telah dikirm langsung ke 
rekening dan mengatakan agar mempermudah dalam pengambilan uang 
ganti rugi. 
 
  yang telah sepakat dan diberikan ganti kerugian yang sesuai dengan hasil 
kesepakatan bersama yakni dalam bentuk uang yang telah dikirim ke rekening 




 Tanah masyarakat yang sudah dilakukan pembebasan untuk pembangunan 
bandara seluas 156 hektare termasuk wilayah labuang di Kec. Kalukku yang tanah 
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masyarakatnya seluas 40 hekater dan yang belum dilakukan pembebasan tanah 
seluas 36 hektare.  
 Berdasarkan pasal 9 ayat (2)  Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 
yaitu harus diberikan sebuah ganti kerugian yang layak dan adil akibat dari 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
9
 Tetapi dalam kasus ini ada beberapa 
masyarakat yang menolak menjual tanahnya kepada pemerintah karena dianggap 
terlalu murah. 
C. Faktor – Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembayaran Ganti 
Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan 
Bandar Udara Di Kab. Mamuju 
Hambatan merupakan suatu faktor yang menghalangi atau mencegah 
pencapaian sasaran. Hambatan adalah keadaan dimana dapat membuat  sebuah 
pelaksanaan terganggu dan tidak berjalan dengan baik.
10
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Amiruddin selaku Lurah di 
Kelurahan Sinyonyoi Selatan mengatakan:
11
 
  Dari hasil rapat bersama dengan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat, Kepala Bandaraa, Polsek Mamuju, diperoleh kesepakatan untuk 
pembayaran ganti kerugian sebesar 8,5 miliar dan targetnya selesai pada 
tahun ini. Sementara dalam kenyataannya data tersebut belum tersalurkan 
semuanya. 
 
1. Faktor Internal 
Faktor internal yaitu kelalaian yang dilakukan baik oleh instansi yang 
memerlukan tanah, tim persiapan maupun panitia pengadaan tanah dalam 
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melaksanakan tugasnya serta ketidakjelasan aturan mengenai jumlah bentuk ganti 
kerugian. Muhammad Idris sebagai sekertaris Provinsi Sulawesi Barat 
mengatakan pembayaran ganti kerugian belum selesai karena bahwa karena 
ketersediaan anggaran yang sangat terbatas untuk pembebasan lahan di tahun 
2021 ini, karena disebabkan pengalihan dana untuk penanganan Covid-19.
12
 
Amiruddin selaku Kepala Lurah yang mengikuti rapat dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menuturkan bahwa:
13
 
keterkendalaan penggantian kerugian terhadap masyarakat kerena 
keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga pembayaran ganti kerugian 
hanya didahulukan bagi masyarakat perioritas atau masyarakat yang 
lahannya telah ditelah dipakai untuk pembangunan bandara dan ganti 
kerugian belum diberikan  kepada masyarakat yang lahannya masih 
dalam rancangan pembangunan 
 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari masyarakat atau 
pihak yang berhak yaitu kondisi dan respon dari masyarakat yang menimbulkan 
hambatan. Keterhambatan ganti kerugian juga disebabkan oleh masyarakat 
penerima ganti keruan itu sendiri, sebab ada segelintir masyarakat yang menolak 
ganti kerugian karena mengganggap ganti kerugian yang diberikan tidak sepadan 
dan optimal.  Perjanjian awalnya masyarakat dan pemerintah sepakat bahwa akan 
diberikan ganti kerugian secara full, tetapi pada kenyataannya 3 (tiga) dari 15 
masyarakat telah dibayar lunas mengenai bangunan dan juga tanahnya dan 12 
(duabelas) masyarakat sisanya hanya diberikan ganti kerugian hanya separuh, 
yakni hanya bangunan yang telah dibayarkan sedangkan tanah miliknya belum 
                                                         
12
 https://www.kabarmamuju.com/posts/view/11439/pembebasan-lahan-bandara-
anggaran-yang-tersedia-tidak-cukup.html. Diakses pada 1 Juli 2021 
13




diberikan ganti kerugian sehingga membuat masyarakat ini menolak untuk pindah 
dari lokasi yang telah ia tinggali karena belum dibayar full. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gede (45 Tahun) selaku 
masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan mengatakan bahwa:
14
 
saya menolak menjual tanah dan rumah saya karena harga yang 
ditawarkan pemerintah sangat rendah sedangkan harga tanah diluar sana 
jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah yang ditawarkan. Maka 
dari itu, saya menolak menjual tanah dan bangunan saya. 
 
Adapun keterlambatan pemberian uang muka kerja atau honor yang 
kurang memadai yang merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan 
kinerja dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah. 
Pada pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar Udara di Kab. Mamuju yang 
agak alot ialah pada tahap pencapaian kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang akan melepaskan 
atau menyerahkan hak atas tanahnya. Intinya pemerintah harus responsif terhadap 
kepentingan rakyat, jangan yang represif terhadap rakyat yang melakukan kritik 
atau koreksi atas kebijakan pemerintah.
15
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian  hasil penelitian  diatas dapat ditarik kesimpulan yang 
perlu untuk diketahui: 
1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum Pengembangan Bandar Udara Di Kabupaten Mamuju ini belum sesuai 
dengan kesepakatan atau harapan ditandai bahwa ada beberapa masyarakat 
yang sudah diberikan ganti rugi secara penuh dan ada pula beberapa 
masyarakat yang belum diberikan secara penuh atau hanya sebagian dari ganti 
rugi tersebut. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk 
pembangunan Bandar Udara ini tidak optimal karena tidak diperjelas kapan 
pembayaran penuh terhadap masyarakat yang tanah dan bangunannya terkena 
dampak pengembangan bandar udara tersebut. 
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ganti kerugian akibat 
pembangunuan adalah kekurangan anggaran dari pemerintah karena 
ketersediaan anggaran yang terbatas dan faktor penghambat juga dari 
masyarakat yang tidak ingin menerima ganti kerugian dan menolak menjual 








B. Saran  
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 
saran yang perlu untuk diketahui: 
1. Penulis berharap agar pemerintah segera memproses pembayaran ganti  rugi 
kepada masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan Bandar Udara 
Tampa Padang dan juga segera membayar sepenuhnya ganti rugi kepada 
masyarakat yang hanya dibayar separuh agar dapat membuat masyarakat 
membeli keperluan lain ataupun membeli tanah yang baru. 
2.  Masyarakat juga diharapkan bisa lebih menanggapi atas pentingnya 
kepemilikan tanah secara sah dan juga mendaftarkan tanahnya kembali yang 
belum terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 
pemilik yang sah secara hukum. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran 
terhadap pembangunan untuk kepentingan umum agar pembangunan untuk 
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